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BKSEKUST HUAUMAN MATI weNURUT HUAUM ISLau

DAN nUnUu PIDaNA DI INDONESLA

A. Eksekusi Hukuman iati wenurut Hukum Islam

1. Alat-alat eksekusi hukuman mati menurut hukun Islam

Tidek ada persyaratan mengenal alat yang dipakal
untuk membunuh kecuali sarana tersebut pada galibnys
bisg mematikan baik berbentuk tajam maupun yang memol-
nasckan,karena keduanya dapat mengakibaykan tercsbutnya
nyawa. (Sabiq, 1992 2, 436 )« -

Jenurut Walik,Syafi'i dan beberapa ulama' miuz-—
hab liambali,alat yang dipakal untuk menjalansan gishss
harus same dengan yang dipakal oleh pemnbuat,hal ini di-

dasarkan pada Qur'an surat Al Bagarash ayat 194
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Artinya: “Barangsiapa yaug menyerang kemu,maka seraisi=-
lah ia seimbang dengan seranganya kepadamu'.
( Departemen agama rI. 1974 : 4( )
Dan ur'an surat An Nahl ayat 126
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artinya; "Dan jika <amu memberikan balasan,naxa balas-



lah dengan balasan yang Ssama dengan siksaan
yang ditimpakan kepadainu.Akan tetapi jike ka-
mu berssbar sesunggunhnys itulah yang lebih
baik bagi orsng-orung yang sabar'. (Departe-
men Agama RI. 1971 : 421).

Bukhori (Bukhori, 1981 438;: 37-38) dan suslin
¢ Muélim,'1992 e . 9Y7-98 ) meriwayatkan bahwa Rosulu-
1lah SAW. pernah mengaukum orang Yghudl dengan meme -
cankan kepalanya di antara dua batu besar. Sebelunnya
si Yahudi tersebut pernah melakukan hal yang sama ter-
nadsp budak perempuan.

Bagi Abu Hanifszh dan Ahmad,dalam melaksanakan
hukuman mati (qishaéh) nanya dibolehkan memakal pedang,
bagaimanapun alat yang dipakali oleh si pembuat,pendapat
tersebut didasarkan atas sabda Rosulullah SAmeg ng di-
riwayatkan oleh Al Bazzer dan ibnu Abdiy dari Abi Bak-

rail yang menyatakan ;

M\a‘ﬁbﬁ&]
n idak ada huguman gishasu gecuali dengan pedang "
(abu Uau@>t;t.3=32b). Jaai maksud haaits terscout ada-
lan melarang hukuman matl &atau gishash selain dengan

pedang. Pendapat abu nenifah ini bertentangan dengan

haaits Bukhori wuslim di ates.

Ui negurg-negara rimur Lengah atau Islam,yang hu-

kunan matinya berdasar hukum aga.s Islam,seperti Arab



Saudi,Irén,KuWait dan Mesir,selain ditembak,dikenal pu-
la hukuman pancung dan di Rajam (dilempsari batu) sampai
mati. Pada Juli 1977 misalnysa,Putri wisusl sslah satu
anggota kersjaan Arsb Saudi,dihukum mati, Dalam cadsar
nitsm di sisng hari yang panas itu tubuhnya ditembak di
sebuah lapangasn parkir kots Jeddai,dan hampir tak ada
seorangpun yang kontra ternadap hukuman mati.(Iskandar
Siregar, 1995 : 107).

Kslau pers Fuqgaha memilih pedang sebsgal alat-
alat pelaksunaan qishash darl hukuman mati maka dasar-
nya adalah karens alat tersebut lebin cepat menghilang-

kan nyawa. Akan tetapil kalau ads alat lain yang lebih

cepat membswa kematian éérta lebin sedikit mmenimbulkan
derits,maka tidak ada nalang.n untuk dipszkai.(hanafl ,
1990 : 341-342) seperti xursi listrik atsau quillatine. &~
Pedang yang digunakan untuk mengeksekusli hukunan
nati cenderung mengknususkan pada hukuman matil dari aki-
bat pembunuhan (gishash) den riddah,namun untuk pelsku
zina,pemberontakan dan pengacau keamanan walaupun Ssamg
dihukum mati,namun alat yang digunakan tidak sawa. ra-
jam misalnya,pelaksunaanya dengan Jalan dilempari de -
ngan batu dan yang dikenal adalan pezlna muhshon, baik
lgki-laki maupun percmpuan,Demikan .jugs peberontuk dan

peigacau keamanan tidak .enggunakan pedang sebagal sa-



tu-satunya slat untuk menjatuhkan hukuman mati bagl pe-

lakunya,akan tetspi memskai beberapa alat, seperti tuli,
8
kayu dan tepmasuk pedang didalamnya (Bukhoris ' 1981 4:

Dalaw hukum Islam hukuman mati terdiri dari dua

bentuk,yaitu nukuman msti karena gqishosh dan hukuman ma-
ti ksrena hsd. alat yang digunakan Untuk mengeksekusi
bidans mati pun memilxl perbedaan antara hukuman Glsas
dan nukumen had,kecuall gbéshash dun hukuman begl orang
yeng murted, aLat yang digunakan gqishash d an mengekse-
kusi orang yang murtad menggunakan pedang, (audah, TQJZ 1

661). zal inl didasarkan pada hadits ;
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nBgrengsiapa menggantlikan agamanya maka bunuhlan dia"
(Bukhori, 1981 4 8 :50 dan Daud, t;t.43126).

Sedangkan qishash wajib diterapkan bugi umat Ls-

1am berdasarkan surat Al pagarah ayat 178 ;
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artinya: "Hal orang-orang yang beriman,diwajibkan atas



kamu glashash béerkensan dengan orsng-orang di
bunuh,orang merdeka dengan orang merdeka,han-
ba dengan hamba den wanita dengan wanita'.
( Departemen agama RI. 1971 : 43 )
Karena dalam gishash itu terdapat jaminan kelangsungan
nidup bagi manusis itu sendiri,sesual dengen ayat beri-

kutnya ( surat 2 : 179) ;
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artinya: "Dan dalam gishash itu ada (Jjeminan x<elangsu-—
ngan) hidup bagimu,hal orang-orang yang berz-
kel,supaga kamu bertagwa'". (Departemen agama
RI. 1971 : 44).

Hukunan matl yang termasuk dalam hukuman had
selain riddah adalah zina muhshon,bughoh (pemberonta-.
kan) dan hirobah (pengacau keamanan),ketiganya depat
dihukum mati dengan cara peleksanaan dan alat ekseku-
nya yang berbeda,bankan lebiu memilki dampak preventif
daripads hukuman yang diterapkan pada jarimah glsheash
mgupun riddah.

Untuk pelaku zina muhshon,hukuman matinya denguan

cara dirajam. Rajam merupakan hukuman pezina muhsion
bsik laKi4laki méupun perempuan. Yéng dimaksud rajam
gdalsh hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu.
(audahe 1992'1‘; 640).

Diwsjilbkan da lam-syari'at bagi-pengacsl keamanan
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sslah sstu dari empat macam hukuman yaitu ; (1) diou-
nuh, (2) dibunul dan disalib, (3) dipotong dan (4) ai -
singkirkan atau dijaulksn. (audah, 1992 1 : 656). Pe-

ngsmbilan aturan ini berdssarkan surat Al Msidah ayst

33 sebagail berikut;
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Artinya; "Sesungguinya pembalasan terhadap orang-orang
yang memersengl Allah dan Rosul=Nya dsn membuat
kerusakan di mukas bumi,hanyalah mereka dibunul
atau disslib,atsu dipotong tangan dan kaki me-

. reka dengan timbal balik atau dibugng dari ne-
geri tempat kediamannya'. (Departemen Agama

RI. 1971 : 164).

Mengingat hukumannya berbeda dengan hukuman gi=
shosni dan rideah,maka alat yang digunakan untuk meng =
eksekusipun bertambah,disamping‘pedang juga digunakan
tali dan tiang pemancang untuk menyalib pelaku kejaha=-
tan.

Sedang alat yang digunakan untuk mengeksekusil
begl pelaku pemberontakan menurut Hanatfl sama dengan
untuk gisasn dan untuk riddah yaitu dengan menggunanan

pedang, (Amir, 1976 : 223). Ketentuan pildans mati bagil



pelaku pemberontakan terdapat dalam surat Al Hujarat

ayat 9 sebagal berikut ;
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artinya: "Dén‘jika ada dua'goiongan dafi'oraﬁg-or&ng

mu'min berperang maka demaikanlah antara ke-
duanya.Jika sslah satu dari dua golongan itu

berbuat aniaya terhadap golongan yang lein
makes persngilah golongan yang berbuat uanlaya

itu sehinggs mereks kembsll kepada perintah
Allsh", )Departemen sgama RI. 1971 : 840)

Surat asy Syuraa ayat 40 ;
gl Soe s Laen [ Bz
Artinya: "Dan balassn suatu kKejauatan adalah kejanatan
serupa". (Departemen Agama RI. 1971 : 789).
2, Waktu dan tempat eksekusi hukuman matl menurut husum
Islam,

Dalam menentukan wsktu untuk meng-eksekusi huku-
kungn mati baik pelaku jarimah hudud maupun jariman qi-
shash harus secepatnya setelah hakim memutuskan huguman

tersebut.

rada jarimah gishash,ketika wali si korban sudsah



hadir,mereka sudah baligh semua dan menuntut qisas

maka hukuman segera dilasksznakan ketika itu juga,sete-
lah adénya pembuktian yang ssh. Kecuali jika pelaku
jarimah tersebut adalah wanita yang sedang hamil,hu=
kuman qishash ditengguhkan sampal l& melahirkan bayi-
nya, (Sablq, 1992 C : 4515. Ngmun psda umunya nabil seQ
lglu melaksanskan hukuman mati ini pada hari Jum'at ,
(Buknori, 19381 438 : 21)?ﬂna1 ini AéHQEIhWEZhQQEQdKan
sger yang menyakslkan sebanyak mungkin aQélah orang-
oreng mu'min sehingga diharapkan dapat menjaga dan
memellhara Ke;estarian syari'at Islam yang dijalenkan
pads zaman Nabl SAW.dan ditempatkan di sebuail alun -
glun (lapangan) yang terbuksa dan dapat dissksikan
oleh orang banyak (Jaziri, p.t.2 : 123). Hukuman di-
lakukan di lapangan terbuka dihadapan kaum muslim,
agar mereka dapat mengambll pelajaran darinya, (Weraghi
1988 18 , 120). Bahkan nabi pernail menghukum pemnbe-
gal,pengacau keamanan dan sekaligus murtsd di seoualh
padang pasir yang terik panas,sebagalmana riwayat Bu-

khari sebagal berikut ;
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Asrtinya: "Teleh datang segolongan orang dari suku Ukl,
yang mengatakan masux Islam kepada Wabi 3au.
Lerexa adalanh sekelowpok gelandangan dari pen
duduk kota,meks liabi-pun menyurul ke ads me=
reks untuk bergabung dengan pengembaga unta
negara,setelai mereia memimom—sir-gerncing dan
gir susu unta tersebut mereksa nampak sehat dan
kuat,setelanh 1cu mereka murtsed dan membunui
pengemnbelanys dan membaws lari untanya,selilng-
ga nabl mengutus (para sghabat) untuk mengejar
mereka,setelal mereks didatangkan d1 .hadapan
Labi,maka labl memotong tangan dan kaki mereka
dan memoutakan kedua matanya, kemudian mereka
dibiarkan (di padang pasir) sampal matl'.

( Buknsri, 1981 © : 18 = 19 ).

Untux mempermudel pelembarany&a,pezllla muhsion ail

benamkan di perempatan jalan atsu di pinggir jalan sam-
pal batas leher,sehingga yang dilempari hanya kepalanya
saja, (Zahrah, T.Th. : 122).Namun cara seperti ini ke -
mungkinan sulit untuk dilaksasnakan pada saat inil,sebaD
hampir semua jalan yang ramail dilewati oelil masyarskat
wnum telah diaspal,kecusli jika disiapkan lubang khusus
untuk mengsntisipasi terjadinya hukuman rajam di daeran
/negara tersebut,sedangkan hukuman salib yang dikenaxan
kepada Pen%acau;RQPadd:péﬁgécéu‘Keamanan akan lebill ba-
ik kalau dilsksanakan di pegunungan, (Hanafi, 1990: 314)
Namun demikian pelaksanasannya harus melalui pertimba -
ngan yang benar-benar teliti,mengingat hal ini beraubu-

ngan dengan kKelangsurngan nldup manusiae.



3. Orang yang berwenang menyaksikan hukuman mati

menurut hukum lIslam.

Dalam hukum Islam,pelaksangan hukumgn tidak di=-
tempat«an pada ruasngan tertutup atau tersembunyi,jus-
tru dipertontonkan di muka umum,karena pelaksanusan
hukuman harus terbuka, (Haenaii, 1990 : 344) sesual de-

ngan surat an Nur ayat 2 sebsgual berikut ;
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ATtinys: "Perempuan yang berzina dan leki-lakil yang
berzina maka derslah tiap-tiap seorang dari
keduanya seratus kali dera,dan jangsnlah be-
laskasihan kepada keduanya mencegah kamu un-
tuk (menjalankan) agams Allah, jika kamu berl
man kepada Allah dan hari Akhirst dan hendsk
lah (peleksanaan) hukuman mereka disaksikan
oleh sekumpulan darl orang=-orang yang berl -
man". (Departemen agama RIL. 1971 : 543)

Pelaksanaannya hendaklal dllskukan didepan uwaum
yakni discksikan olen segolongan OTang-orang Mmu'mlr,
(ratsir, 1990 5 : 443).releksanagn hukwngn matl secag=—
ra terbuka dan perlaku untuk wnuwa 1n1 selain di nega-

ra-negara lslam Juga berleku dl negard Prancls. (nana-

w3
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fi, 1990 : 344).
untuk lebin mepublikasikan segala bentuk huku-

man termasuk hukunsn pidana mati,seminggu atau tiga
hari sebelumnya paling lambat,telah diumumkan kepeada
masyaraketl dan dipasang pengunuwnan di teupat=tenpat
yang sering dikunjungl orang banyak supaya mereks me-
ngetahui dan diharspken mau menghadiri dan menyaksi -
kan pelaksansan hukuman matl (Luthfi Nagsution, 1995 :
1Ub). lni menunjukkan bshwa siapa saja obleh.menyaksi
kan gateu meli.at eksekusi hukuwen mati.lidak wembeda-
kan laki-laki,pereumpuan,anak-anak atau dewasa.

Untuk mempermudah masyarakat yang akan menyek-
sikan hukuman mati maka hukunan dilakukan di lapangan
terbuka,dihadapan kawn muslimin,agar mereka dapa .ieng-
gnbil pelajaran darinya, (slaraghi, 1974 18 68).Dalam
riwapat Lain dikatakan pula ada dua orang wanlts dari
bani Lakhan dsn bani Ghanid mengaku telah berzing,.ia-
ks mereks dirajam dihadapan orang banyak.

Dalam perkembangsnya sampal saat ini,neguara -
negara Islam yang masii menganut hukuman mati leovil
mendapat kemudahan dalam mengumumkan eksekusi hukuman
mati,mereka mengumunkan melslul televisl dan media ma-

sa lain yang dslam waktu lebin singsat dan efektif



sampai ke masyarakat lugs,schingga eksekusi disaksikan

oleh ratusan buhkan ribuan umat Iélam maupun yang bu-
kan beragama Islam (Riz, Iskandsar,daryanto dan Teguu,
1995 : 105)

iMengenal junlah minimgl yang harus menysksikan
eksekusi pidana mati ads yang mengatakan,pars saksil
itu cukup tigda orang saja,dan akan lebi. sempurna Kka-
lau saksi-saksi itu jumlannya minimal sang deigan sgk-
si perbuatan zina yailtu sebanyak sebanyak empat arang
(wahalli dan suyuthy, 1991 : 254). ada yang mengacu
pads kata tha'ifsh (segolonga) yang terdapat dalam su
rat An Nur ayat dua yaitu empat orang atau lepoln,sebg
gaimana diriwayatkan deri ibnu Abbas.Tetapi wmenurut-
riwasyat dari iasan jglah sepuluh orang lebih (maragnhi
1989 : 122). pada intinya siapapun bolen menyaksikan

hukuman matis.

4, Petugas yanyg Berwenang neng=-eksekusi Hukuman matli
wenurut Hukum lslam.

Dijelaskan dalam Qur'an bahwa aturan-aturun
yang wajib diturutl dan ditergpkan iglan aturan-aturan
yang ditetapkan olel Islam (QeS. 5 ¢ 117). Di sinl Ra-
sulullah bertindak sebagal ”nakim“,sebégai tmubs Llight

yang menysampalkan syari'at Tuhan. Para muslimin di ma-



sa Rasul belum mepunysl hskim tertentu (shiddigy, 1904
: 10),hampir dalamn segula persoslan tertumpu pada na-
bi SaW. Penguasa (wadhi) merupsakan penguasa tunggal
dalam‘menggdili orsn, yang melskukan jarimah. Nsnun
cemikian tiduk mungkin penguuasa umum_peunerintaasn aw-
pu meaangsnl seluruly urus.n wasyarukat,maka sudan pas-
ti dioerlukan pembantu-pembuantu yang akan melaksanaian
berbagai urusan msnusia (sadankur, 1993 : 61) ‘ermasuk
yang harus .elcksunaxan eksekusl berbagail :epubusan ia-
«im yang telan ditunjuk pengucse.

Dalam hal pidana mati,untuk hirobah,zina muushon,
bugiioh dan riddah (jariman huaud) kholifesh harus dimin-
tzi persetujuannya. getiap kali ada nukuman had dija-
lankun padu masa kasulullah SAW. maupun pads masa se-
telshnya yaltu pada masa xnolif;—kholifan selalu de -
ngan persetujuah mereka. (tlanafi, 1990 : 339).

Ads emnpat ngl yang harus alserahkan xepada pengu-
gsa yailtu hukuman had,harts seuekan,sholat Jum'at dan
narta fa'i, (Hanafi, 1990 : 339).h3edang untuk jarimsah
qishash seorang hakim harus terlebih dulu menerima
tuntutan dari wali (keluarga korban).

Sudah menjaai kescpakatan pars fugaha' bahwa

orang yang bolenh menjalankan jarilmalh hudud adslal

L



kepala negara (imam) atau wakilnya (petugas yang dibe-
ri wewenang oleh pemerintan),ksrena hukuman had meru-
pakan hak Tuhan yang dijatunkan untuk kepentingan wa=-
syarekat. Ulen karena itu harus diserahkan kepada wa-
kil masyarsxkat, yalitu kepala negara.
Untuk jarimah gishash pelaksanaan hukumannysa

bisa dilaksanakan oleh ahli waris korban sendiri de -
ngsn syarat atas persetujuan penguasa. Hal ini berda-

ssrkan surat Al Isro' ayat 33 sebagal berikut ;

kJi)u4a>&§‘bJﬂjdA)‘gé}jl;laJ? Ano t{jAJ§¢(313 329
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Artinya: "Dan barangslapa dibunun secars dhalim,maka
sesungguhnya kami telan memberi Kekuasaan ke
pads anli warisnya,tetapl Jandanlon anii wa-
ris itu melampsul bdtas dalam membunun',

(Lepartemen agaila Rl, 1971 ¢+ 429).
Di kalangan fugaha' sudaa disepakatl bahwa wa-
11 korban biss melaksanakan gishash dalaw pembunuhan
dengan syarst harus dlbawah pengawasan penguasa, sebab
pelaksasnaanys memerlukan ketelitian d an menjauhl kc-
dholiman (wWahidai, 1994 : 91). .elaksanskan gishosh
termasuk kepentingan umum,maka tidak ada salahnya ka-

lgu diangkat orang yang ahli untuk melaksanakan hukuyp-



an hudud dan gishash,méaka pelaksanaannya diserankan
kepada 6raug—orang ahli tersebut (Hanafi, 1990 :379).

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diingin-
kan sebuiknya selurun pelaksanaannya diserankan kepa-

da petugas yang telan ditunjuk olen pemerintar.

| iksekusi Hukumen uatl wenurut Husum pidang di Indo

1. Alat eksekusi hukuman matl menurut hukun pidana
di Indonesia.
Tentang hal ini pasal 11 KUHP menentukan "pide-
ng mati dijalankan oleh algojo di tempat guntungan
(schévat)Adengan menjeratkan teali yang terikast di ti-

ang gantungan pada leher terpidane kemudilan menjatuh-

kan papan tempat terpidena berdiri'. letupl ada Undang-

undang (ordonansi) dsri pemerintci Rederal (Beleanda)

tanggal 21 Agustus 1945 termuat dslam stzatsblad 1945

nomor 123 wmulai berlaku. pada tenggal 25 agustus yang

menentuka ;

(1) Dengan menyl.apang dari apa yang ditetapkan diteas-
pat l1a1in dalam perundang-undangan Pemerintan Pfu-
set,meka pidanag matl diucepkan terhadap orang -
orang sipil sejauh dan sepanjang Gubernur Jen.. -
dral tidak menetepkan yang lgin,dilaksanakan de -

ngan pelor ( met de kogel )

,,
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(2) Mengensl pelakscngan pldsna matli berdasarkan

ayat (1) sedapat mungkin dituruti peraturan -
peraturasn lebia lanjut yang diberikan Gubernur
Jendral demi pelakssnsan pasal 8 KU.P uiliter

Incdonesia.

Staatsblad 145 - 123 dapat dianggap tidak
bermaksud mengubah pasal 11 KUHP dari Hindis Belan-
da,melainkan hanye mengatekan bshwa untuk seuentara
waktu berhubung dengan keadsan lstimewa,hukumen ma-
ti gkan dijalankan dengan menembak mati,dan lagil
Staatsbalad tersebut tidak hanya mengenal pasal 11
KUHP. (Projodikoro, 1988 : 167).

wlaka dapat dimengerti adanya sustu pendapat,
bhahwa Staatsblad 1945 - 123 sekarang masih tetap
berlaku,dengan askibat bahws nukuman matl sekarang
jugs masih harus dijalankan dengan cara menembak ma-
ti. Lain daripads itu Staatsblad 1945 - 123 secars
praktis dapat dijatuhkan olenh semnua penggdilan di
seluruh wilayash Indonesia.(rrojodikoro, 1988 : 107).

Dikarenakan ketentuan tentang pelaksanaan
pidena mati sebagaimans tersebut dalam pasal 11 KULP
tidsk sesusl lagi dengan perkembangan keadaan serts

jiwa revolusi Indonesia maka dengan Penpres No. 2



tguun 1964 pelaksanaan pidang matl dilaksanakan de-
ngan ditembsak ssupel mati disustu tempat dalam dae-
reh nukun pengadilen yang menjatunkan putusan dslam
tingkat_pértama (Scoesilo, 1984 : 55).Dengan tidak
mengurungi ketentuan-ketentusn Hukum Acera Pidana
yang ada tentang penjalanan putusan rengadilan,maka
pelaksanaan pldana mati,yang dijalankan oleh pengs-
dilen di.lingkungan Peradillan Umum atau Peraailan
Militer;dilakukan dengan ditembak sampail mati, (Pen-
pres NO. 2 Tahun 1964, L.N. 1964 Ho. 38 Tanggal 27
April 1964). Penpres ini mulal berlaku tenggal 27
April 1904 yang kemudian ditetapkgn menjadi Undang-
undang WNomor 5 Tahun 1969.(newzah dan sumangelipu,
1984 : 121).

Cara melaksenskan pidana mati dengan pelor

yang dilaksanskan oleh satu regu penembak,mempunyal
kebaikan-kebaikan,kalau dibandingkan dengan pidana
gantdng. Setiap regu penembak tidak tertekan pera -
saannya karena dilakukan secara ramai—ruMQI.uTidak

sepertl halnya seorang algojo. Disamping itu pelax-

sanean dengan pelor ssngat mempercepat kematian,ka=.

rcna pada dada sebelal kiri,pada bagian jantung da-
ripada or.ng yang akan melaksanakan pidana matinya

diberi tanda putih bundar dan itulah yang menjadil



sasarasn tenbsian. van orang yang akan ditembsk sels-

lu matanya ditutup, (Hamzah dan Sumangelipu, 1984 :
y3) kecusli jika si ternukun sendiri mints tidek ai-
tutup wmatanys,maks plhak kejaksaan bisg mempertim -
bangkan permintaan tersebut untuk dipenuhi atau ti-
dek dipenuni. Seperti yang telel dijalankan oleh
Wolter monginsidi yang telah menjalani pidana metil
pada tuanggal 5 September 1949 di Pacinang (ilakasar)
dan Kacung Lesranu yang menjalanl pildana mati pads
tanggal 30 Januari 1995 tahpa menggunakan penutup
mats atas perminataannya sendiri (ardien.T.Gesuri ,
santoso,Retno dan sukriansysh, 1995 : 100). Hal se-
rupa ‘sebenarnysa Jjuga diinginkan oleh karts Cahyadil
aliags Yongki,yang dieksekusi pads tanggal 26 april
1995, namun karen pihak kejaksaan menolek permintaan -
nye,mnaka uleksekusl d alaw kesdaan meta tertutup,

(srief Arfandi, 27 april 1995 = 1)

Cars melakssnsksn oidana mati di Indonesla

telan beberspa kall mengalami perubahan,yaltu wmenu-
rut W v 3 1915 dilskssasnakan dengan digantung, .ienu-
rut Usamu gunreil No. 1 tanggul 2 waret 1942 dilaek -
sanakan deugan ditewbak sampal mati, menurut W v o

1915 jo.S.1945 Wo. 123 dilaksanaxan seperti dalem

Acars siliter dengan ditembak matl,dan menurut KuLr



jo.UU No. 1/1946 dilaksanakan dengan diteubalk sampal

meti.

2. wektu dan Tempat Eksekusi Pidans satl wenurut
Hukum pPidans di Indonesis.

Sebeluwn rerang Dunia II kebanyakan eksekusil
pidena matil dilekssnakan dengan menggentung si pen-
jahat peda tempat penting di tengah-tengah kota (di
alun-alun) dengen dipertontonksn di muka umum, Hal
ini dimaksudkan supaya sebanyask mungkin orang meli=-
hathya dan menjsdi takut untuk melakukan kejahatan.
Tiang gantungan adalah gambaran yéng lazim pada Jja-
l1sn masuk kota-kota besar. Lemikiaunlah ga.ubaran yang
terdapat di pelbagail negaré dan daersh-deerah jaja-
nan,termasuk Indonesia (Hamzah dan swaangelipu, 1984
: 79).

Sekalipun pidune matl yang telah dijatunkan

oleh Hakim sudah mempunyai xekuatan hukum yang te'.-

tap,artinys terpidana tidek memonon naik banding, ti-

duk mohon kas.si dan tidak mcnon grasi,buhkan .ene-

rims pidans tersebut,nalun pldana matl belum boleh
dilaksanakan sebelum turun keputusan pPresiden menge-
nai pelaksansannya (Kenter dan Sisnturi, 1981 : 72)

Hal ini dactur dalsm pasal 2 dan 3 Undang-undang ura-



si Ko. 3 Tenun 1950 L.N. wo. 40 Tahun 1950. Ditem -

patkannyas ketentuan ini dalanm Undung-undang .Grasi,

mempunyail arti baunwa walaupun terpidana tidak mohon
grasi,narun deanl mencegah kesalanan,melalul prose =
dur yang ketat masin dianggsap perlu untuk meminta

pendupat dan keputusan presiden. sudah barang tentu
presiden tidek bolen mencampuri urusasn rengadilan /

Kahksmah. Oleh karensa itu kesempatan presiden. untuk

turut berperan tidak dalam bentuk upaya yang lazim

dulam peradilan melainkan suatu upaya hukum yang

khas menjadi wewenang presiden,(Fasal 14 UUD 1945)

yang berbentuk memberi pengampunan (grasi).

Pelaksanaan pidsna mati,jika tidak ditentuken
1ginoleh menteriKehakiman maka pidana mati dilaksa-
neken disuatu tempat dalam daserah hukum pengadilan
yang menjatuhkan putusan dalam tingkst pertama (pa-
sal 2 (1) Penpres lLio. 2/1964) dengan xetentuan-ke -
tentuan sebagai berikut ;

(1) waktu dan tempat pelaksanaannya ditentukan oleh
kepsala polisi gomiscriat vaersh tewpat kedudu -
kan pengadilan tersebut,setelah mendengar nase-
hat dsri Jaksa tinggi/Jjakse yang bertanggungje-
wsb untuk pelaksanaan pldena watl itu.

(2) hepala polisi koumlsuriat atau perwirs yang di -

2



tunjuk oleunya bersamg-sams dengan jaksa tinggi
/jaksa yang bertanggungjgwsb,dan pembels/penga=
cara teriukum stas permiﬁtuannya sendiri ateu

permintagn terhugum,mnenghiadirl pelaksanaan pi -
dans mati,

(3) Tigs kali dua pulull enpat jam sebelun gaat pe -
laksahaan‘hukuman mati, terhukuu diberitahukan
tentang akan dilgksangkennya hukuman mati itu
oleh jakss tinggi/jaksa,dan kepadanys diberi ke-
sempatun untuk mengemukakan sesuatu keterangan
atau pesan pada hari-hari terakhir. Apabila ter-
hukum seorang wanita yang sedang hamil,maka pe-
laksanaan hukuman mati baru dilakukan empat pu-
luh hari setelah anak kandungnys dilshirkan.

(4) Untuk pelaksanaan pildans mati‘itu kepala polisi
komisariat tersebut membentuk sebuan regu penei-
bak, semuanya dari Brigade wobil terdiri dari sc-
orsng bintara,dua belas orzng tamtauma,dibgwah
pimpinan seorang perwira,untuk tugasnya ini re-
gu penembsk dibawan perintsh jaksa tinggi/jaksa.

(5) Pidans mati dilaksanakaen tidek di muke—umum dan
dengan cars sedernana mungkin,kecuali ditetap -
kan lain olel presiden.

(6) Perlu dicatut di sini bahwa pelaksanaan pidana



mati yasng dijatunkan olei Pengadilan wiliter
jugs dilakukan menurut Penpres No. 2/1Y04 seba-
gaimana ditersngkan di atas. hHanyas saja kata-ka
ta "Kepala polisi wko.ulsariat Useraa", "Jaksa
Minggi/Jaksa", "Brigade wobil", dsn "Polisi®

berturut-turut harus aibuaca "Panglima Komando

Daerah uiliterv, nJaksa Tenturgyuuigﬂ} wiliter®
dan "Jiliter®.(Sugsnani, 1981 : 15 dan Sosilo,
_1984 : 55 = 50).

Aturan pelaksanagn ini sedikit berbeda dengan
yang terjsul dslam eksekusl pidana meti pada anggo-
tg Militer,untuk tempatnya ditentukan oleh llenteri
Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata di
dsergh Mahkamah yang menjatuhkan putusan tersebut.
Pelgksanaan pidsna mati dilasksgnakan oleh satu regu
militer,jika te¢pild=ns masih hamil,pelaksanaanya
sampal anak yang dikandung lahir. Penguburen jena -
zah diserahkan kepada keluarga dan pelaksanaannya
dicegah secara demonstratif. Dslam hal ini ada keke-
cuglisn yaitu apabila ormil/ormilti berpendapat bah-
wa pengubursn itu harus diselenggarakan oleh negara
untuk kepentingan umum., Setelsh seiesal pelaksanaan
pidana mati tersebut,ormil/ormilti harus membuat be-

rits acara pelaksansan pidana mati,yang kKemudian



isi berits acars tersebut harus disalinkan untuk pu-
tusan mahkamah yang bersangkutan (Kanter dan Siantu-
ri, 1981 : /3 = 74) Sedangkan ketentuan lainnya sama
dengan Pengudilan Umum sesual dengan yang diatur da-
lam Penpres No. 2 Tahun 1964 yang kemudisn ditetup-

kagn menjadi U.U. No. 5 Tahun 1969,

3. Qrang yang berwenang menysksikan eksekusi hukuman

msti menurut Hukum Pidaenag di Indonesis.

Pasel 329 HIR (lierziene Indonesisciu feglement)
mengstakan, bahwas hukuman matl dijalankan dihadsapan
jaksa (magistraat) atau seorang pegawsl yang ditun=-
juknya,dun senasntiass dengan jalan yang tidak dapat
diiihat olenh wnum.

Pasal 630 Rechtsreglement Buitengewesten me-
neatukan,bshws nukuman mati harus dijalankan dengan
dinadiri olenh Ketus renguadilan Negeri dan Panitera-
nya,dsn bsru kalau pejabat-pejebut ini tidak ada di
tempat,dihadiri oleh jaksa,dusn selalu dengan jalan
tidak depat dilihat oleh umum (Projodikoro, 1989
168).

Menurut pasal 107 Gestichten-Reglement (Pera-
turan tentang Rumah Tangga Rumab- Penjara ), termasuk

dalam Staatsblad 1917 - 708,kepada seorang tTerhukum



mati harus diijinkan bertemu dengan guru keagamaan
dan atau Pendeta. Disitu ditentukan pula,bahwa sejak
teriiukum diberi ‘tatiu tentahg hari akan dijalankannysa
hukumnan mati,ig selalu,juga diwaktu malam,harus di-
jaga keras. Juga ditentukan baanwa persiapan-persia-
pan untuk menjalankan hukuman mati harus dilakukan
tanpa diketahul atsu dapat dilihat oleh si ternukum,
dan b.awa lhukuman mati tidsk boleh dijalankan pada
hari linggu atau hari raya nasiaonal atau keagsamaan
(projodikoro, 1989 : 168).

Sebelum Perang Dunis II eksekusi pidana mati
selalu dilakssnskan di tengah-tenguah kota dengan di-
pertonkan ai muka waum,hal ini diasaksudkan supaya
sebanyak mungkin orung melihatnya dan menjadi takut
untux menjualankan seja.aten (Hamzah dan Sumangelipu
1984 f9). ATisa Aumg ujajaningfat Juga mencerits -
kan bahwa tisng gantungsn selalu didirikan di lapa-

ngan terouks (Bemmelen, 1948 : 183).
Sebenarnys eksekusi terbuka pidana wmatil sesu¥

ali dengsn ajarsn generasle preventive,karens orang -

orang yang menyaksikan pidans mati itu askan menjudi
takut untuk mengslami nasib yang sama sepertl orang

yang dipidana wati itu.
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Karena eksexusl pidana matri éesuai dengan
passl 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidans Indonesis
sangat sulit untuk dilaksanskan,naka pada tanggal
21 Agustus 1945 kKeluarlah Peraturan tentang Pelak-
sanaan Pidans lati yaitu Steatsblad 1945 No. 123,
yang kemudian ketentuan ini disesuaikan dengan ki-
tab Undang-undang .ukum rPidana wiliter di lndone -
sia PaSa} 8,dan ternyata KUhP wiliter ini disem -
purngkan. lagl dengsan yndang-undang No. 5 Tahun
1969 (Penpres iHo. 2 tahun 1964 L.N. 1964 No. 38
tanggal 27 april 1964 mulal berlaku tanggal 27 Ap-
ril 1904) tepatnys terdupat pada Bab II pasal 9
yang berbunyil "Pidsna matil dilsksanaxan tidak di
muka umum dan dengan cara sesedernana mungkin kecua-
1i ditetapkan lain oleh presiden'.

Semenjak berlakunyas renpres No. 2 inilsh se-
mua pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilaksans -
kan ditempat tertutup,pembela terpidana atas permi%a-
annya senairi atau atas pérmintaan terpidana,dapat
menghadiri (menyaksikbn) pelaksanaan pidana mati (pa
sgl 8 Undang-undang No. 5/1969)

Diusaha<an agar pelaksanaan pidana .wati tidak
sampail dilihat olen umum (Saleh, 1987 : 29). Urang -

orang yang depat menyaxsikan eksekusi pidana matl se-



sual dengun Penetupan rPresiden tentang tatarcara pe-

laksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan

di lingkungsn Peradilan Umum dgn wiliter (UU Nowor 5

/1969) adslash sebagai berikut ;

(1) Kepala Polisi Komisarist Daserah atau perwirs
yang ditunjuk olehnya,menghadiri pelakssnasn pi-
dane mati terseput bersama-saums dengan jaksa
tinggi/jaksa yang bertanggungjawab atas pelaksu-
ngannya (pasazl 4)

(2) Pembela terpidana (pasal 8) R

(3) Seorsng perawat ronani gtau pendeta (pasal 11
ayat 2,

(4) 3eorung dokter ahli yang skan meneliti apakan
terpideans sudan mati atau belum (pasal 14 ayat 4)

(5) Para petugss dari regu teubuk yang teridir dari
sorsng bintars,dua belas orang tambama dii bawsis
pimpinan seorang perwira (pasal 10 ayat 1)

(o) rara penjabat terkait yang «de hubungannye dengan

pelaksanasn pidana mati.
4. pPetugas yang berhak meng-eksekusi pidans mati me-
nurut Hukum Pidana di Indonesia.
Antar Hugum Pidana Umum (sipil) dan Hukum pi-

dana Militer di Indonesia pada prinsipnya memilikl



kesamaan. Tata cars pelaksansan pidana mati yang di-
jatuhkan oleh pengadilan dilingkungan Peradilan Umum
dilaksanakan oleh sebush regu penembak yang terdiri
dari‘seor;ng Bintars,dua belas Tamtama di bawah pilmn-
pinan seorang Perwirs,semuanys .dari brigaede #obil,

(Prakoso den Hurwscnid, 1985 : 138) Khusus untuk me=

laksanakan tugas ini,regu penembak tidek menggunakan

senjate organiknye (passl 10 ayat 2 UU NO. 5771906Y).
Regu penembuk ini bersde divawah perintah jaksa ting.
gisjaksa yang bertunggungjaWab atas pelaKSanaannya
sampei selesainys pelakssnaan pidana mati (pesal 4
dan 10 ayét 3 UU No. 5/190Y) sedungkasn pelaksanaan
pideng mati yang ¢iljatuhkan oleh pengadilan dilingxu—
ngan Peradilan diliter hanys meruban kata-kata "bBri-
gade uobil" dalam pasal 10 gyat 1 dan "pPolisi" dalam
pasal 11 ayat 1 harus dibaca "militer"‘(pESal 17 (d)

Penpres No. 2/1904).
Dua belgs orang yeng skan bertugas untuk meng -

eksekusi pidana matl kesemusnya menggunakan senjata
api. bDari kedua belsas senjata api yang dipergunakan
tersebut hanya satu senjata yang. diisl lengkap dengan
pelornya (peluru). sSehninggs para petugas tidak scou. -
rasngpun yeng mengetainul sebelumnys,siapakah yang ba-

kal meng-eksekusi terpidana .ati dengan sesungguunyd.
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Hel ini dilakukan untuk menjag. perasaan anggota re-
gu penembzk yang akan menjalankan tugasnyas (Siregar,

1987 : 68).





